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BAB V 

  PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Implementasi Good Governance dalam perekrutan Pegawai Negeri Sipil di 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB menggunakan sistem CAT 

(Computer Asissted Test) berdasarkan aturan Kepala Badan Negara Nomor 9 

Tahun 2010 tentang pedoman ujian  penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil , 

dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sukses , walau ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi yang terjadic di lapangan yang disebabkan oleh kedua 

belah pihak yaitu peserta dan kepanitiaan. Akan tetapi haltersebut dapat diatasi 

dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak panitia selaku penyelenggara 

dan melibatkan unsur-unsur terkait yangikut bertanggug jawab dalam pelaksanaan 

ujian. 

Faktor yang yang mempengaruhi  implementasi Good Governance pada 

penerimaan PNS di BKD Provinsi NTB  yaitu sumber daya manusia serta sarana 

prasarana yang memadai sehinnga kegiatan penyelenggaraan penerimaan Pegawai 

Negeri Sipil berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran ialah sebagai berikut: 

a. Untuk pemerintah BKD Provinsi NTB harus selalu cepat tanggap dalam 

melaksanakan implementasi Good Governance, agar menjadi pemerintah 

yang idaman rakyat sepanjang massa. 
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b. Kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan rekrutmen agar terus 

melakukan pemantauan dan memberikan masukan bagi pemerintah dalam 

implementasi Good Governance, serta membantu pihak pemerintah 

dalam mensosialisasikan setiap kebijakan 

c. Untuk masyarakat agar supaya tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu 

yang tidak jelas yang bertujuan menyudutkan pemerintah dan selalu 

memberikan masukan yang membangun.  
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